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ABSTRAK 
Wiwi Asriani, NIM: B111 12 008, “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar Tahun 
2012-2015”. Dibimbing oleh Muhadar selaku Pebimbing I dan Amir 
Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 
kejahatan dalam kasus penadahan kendaraan bermotor dan berbagai 
macam upaya baik yang bersifat preventif maupun refresif dalam rangka 
untuk mencegah, mengurangi dan memberantas kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor di kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar, adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Makassar, Polsekta 
Tamalate Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber-
narasumber pada setiap lokasi penelitian yang kompeten kedua adalah 
memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan 
analisis secara psikologis dan yuridis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari sudut pandang psikis tampak bahwa sebab-sebab terjadinya 
kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dan rendahnya 
pemahaman seseorang terhadap kejahatan. Dan menunjukkan bahwa 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor-faktor 
pendorong yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan 
faktor keluarga. Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya para 
penegak hukum memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Polsekta Tamalatea 
Makassar yang mengarah terhadap upaya-upaya preventif (pencegahan) 
dan represif seperti melakukan razia rutin, sosialisasi langsung maupun 
tidak langsung, patroli keliling dan berbagai macam strategi penyidikan 
dalam mengungkap jaringan para pelaku. 
 
 
 
 
 
 
  
vi 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT., Rabb yang telah 
mencipatakan manusia dan menetapkan hukum untuk mereka. Tuhan 
yang telah menegaskan bahwa “menetapkan hukum itu hanyalah hak 
Allah” (An’aam:57) dan “hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka” (al-Maaidah:49). Shalawat dan salam kita 
sampaikan kepada rasul yang mulia, Muhammad saw, yang telah 
mengimani, mengaplikasikan, dan mencontohkan pelaksanaan hukum-
hukum Allah di seluruh aspek kehidupan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Oleh 
sebab itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk 
perbaikan skripsi ini.  
Karena skripsi ini tidak lepas dari agensi-agensi kreatif Allah SWT., 
maka untuk itu penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih setulus-
tulusnya kepada para agensi tersebut, yakni kepada : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta staf dan jajarannya; 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida 
Patitingi, S.H.,M.Hum. beserta staf dan jajarannya; 
vii 
3. Para Wakil Dekan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Dr. 
Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. 
yang telah berjuang dengan keras demi meningkatkan taraf dan 
mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H,.M.S. selaku pembimbing I penulis dan Dr. 
Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku pembimbing II penulis yang telah 
banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam 
penulisan skripsi ini. 
5. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. dan 
bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku penguji. Terima kasih atas 
segala masukan yang diberikan kepada penulis demi perbaikan 
skripsi. 
6. Seluruh dosen dan seluruh staf tata usaha beserta segenap civitas 
akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah 
memberikan ilmu, nasihat, pelayanan urusan administrasi dan 
bantuan lainnya. 
Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih 
secara khusus kepada agensi kreatif lainnya : 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang, Alm. Syahrir dan 
Nuraeni. Kalian berdua sukses membesarkan pemuda sepertiku 
dengan penuh kasih sayang, perhatian, pengorbanan tanpa 
pamrih. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian di dunia dan di 
akhirat. Amin. 
viii 
2. Kakanda-kakanda senoir 2008, 2009, 2010, dan 2011 yang telah 
mengkader penulis. Kaderisasi dan pengalaman yang telah dibagi 
merupakan modal yang sangat besar bagi penulis untuk menyusun 
epistemologi, pandangan hidup di masa transisi seorang siswa 
manjadi mahasiswa. 
3. Sahabat penulis, Nurdiyah Ismi Rahma, Yuliana Syam, Fahry 
Ramadhan, Putra Pradipta Dwila, Syamsul Bahri, Nita, Nanda, 
Nisa, Uni, Amma dan teman-teman lain yang tidak dapat 
disebutkan satu-persatu. Serta teman-teman posko KKN desa 
Cilellang kec. Mallusetasi kab. Barru. 
4. Keluarga besar Petitum angkatan 2012 Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan kelurga besar mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali. 
5. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik 
moril dan materi, kritikan dan saran serta doa, yang penulis tidak 
sebutkan dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT membalas 
kebaikan kita semua. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Oleh 
sebab itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk 
perbaikan skripsi ini. 
Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca 
umumnya dan khususnya bagi para Penegak Hukum, Akademisi Hukum, 
ix 
dan kawan-kawan yang berkecimpung dalam dunia hukum sehingga 
dapat menambah wawasan dan khasanah dalam berpikir. 
Billahit-taufiq wal-hidayah 
Wallahu a’lam bishawab 
 
 
Makassar,Februari 2016 
Penulis, 
 
Wiwi Asriani 
 
 
 
 
 
 
 
  
x 
DAFTAR ISI 
 
 
HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING  .........................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI  ................................  iv 
ABSTRAK  ..........................................................................................  v 
UCAPAN TERIMA KASIH  ..................................................................  vi 
DAFTAR ISI  ........................................................................................  x 
 
BAB I  PENDAHULUAN  ............................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah ..................................................  1 
B. Rumusan Masalah ...........................................................  5 
C. Tujuan  Penelitian  ...........................................................  5 
D. Kegunaan Penelitian ........................................................  5 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  ...................................................  7 
A. Pengertian Kriminologi  ....................................................  7 
B. Pengertian Kejahatan  .....................................................  11 
C. Pengertian KendaraanBermotor ...............................................  15 
D. Penadahan  .....................................................................  16 
1. Jenis-Jenis Penadahan .........................................................  17 
2. Unsur-Unsur Penadahan .....................................................  18 
E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan  ..................................  21 
1. Perspektif Sosiologis  ...........................................................  21 
2. Perspektif Biologis  ...............................................................  24 
3. Perspektif Psikologis  ...........................................................  25 
4. Perspektif Lain .....................................................................  26 
F. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan ...............  31 
1. Tindakan Preventif  ..............................................................  31 
2. Tindakan Refresif  ................................................................  32 
xi 
BAB III  METODE PENELITIAN ...................................................  34 
A. Lokasi Penelitian ..............................................................  34 
B. Jenis dan Sumber Data ...................................................  34 
C. Teknik Pengumpulan Data ...............................................  45 
D. Analisis Data ....................................................................  46 
 
BAB IV  PEMBAHASAN  ..............................................................  37 
A. Data Statistik dan Perkembangan Kejahatan 
Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Makassar ......  37 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penadahan 
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar  .........................  43 
C. Upaya Penanggulangan Penadahan Kendaraan 
Bermotor di Kota Makassar  ...........................................  50 
 
BAB V  PENUTUP  ......................................................................  54 
 
A. Kesimpulan  ....................................................................  54 
B. Saran ..............................................................................  55 
 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................  56 
 
 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang 
melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh 
negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, 
melakukan usaha pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun 
ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Di dalam pergaulan 
masyarakat terdapat beranekaragam hubungan antara anggota 
masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota 
masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para 
anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin 
keseimbangan dalam hubungan agar tidak terjadi kekacauan. 
Peraturan-peraturan hukum yang telah ada dimasyarakat wajib 
untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap 
hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam 
masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota 
masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak 
hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara 
kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang 
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terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup 
yang mendesak. 
Sesuai dengan kodratnya, manusia menginginkan adanya 
perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya 
untuk menuju ke arah yang lebih baik dan menguntungkan. Perubahan 
yang diinginkan tersebut merupakan gambaran dari kedinamisan manusia 
sebagai makhluk sosial, dimana dalam perjalanan hidup manusia 
dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan semakin 
kompleks dari waktu ke waktu. 
Sepertinya perubahan-perubahan kondisi ekonomi, politik, situasi 
sosiohistorik, nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-hubungan 
kekuasaan dan hukum yang berlangsung sering kali berdampak ganda, 
disatu pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, termasuk 
terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, sedangkan dipihak lain juga 
menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor yang melatar 
belakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan. 
Perubahan nilai, norma, pandangan dan perilaku masyarakat 
berpengaruh terhadap tingginya tingkat pelanggar hukum yang turut serta 
mempertinggi laju kejahatan secara kuantitas maupun kualitasnya. 
Kejahatan mengandung makna tertentu, yakni merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relatif. Akan tetapi segala bentuk 
perbuatan dan tindakan tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai 
perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan 
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atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang 
dan waktu. 
Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat 
dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi masyarakat tersebut 
sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa 
ketentraman dan kesejateraan masyarakat sedikit banyak mendapat 
gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, 
disamping dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sering terjadi 
pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut 
dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah 
reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, 
berusaha untuk memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-
tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang 
terjadi itu.  
Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus 
kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis 
kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di 
dalamnya adalah kejahatan penadahan. Kejahatan penadahan salah satu 
tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan 
cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan 
kejahatan dari si pelaku, karena dapat mempersulit pembuktian kejahatan 
yang bersangkutan.  
Kejahatan penadahan ditujukan terhadap harta benda atau harta 
kekayaan. Kejahatan terhadap kekayaan sendiri dapat diartikan sebagai 
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suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik 
orang lain. Namun, kurangnya kesadaraan hukum terhadap cara 
memperoleh kuasa kepemilikan sebuah benda atau cara membeli 
kendaraan sepeda motor, serta masalah ketidak mampuan ekonomi 
sering kali dijadikan alasan dan dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang 
menyimpang tersebut.  
Kasus penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di kota 
Makassar memiliki angka yang lumayan tinggi, sehingga hal inilah yang 
menjadi ironis. Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi 
sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai 
ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami 
gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali 
sebab-musadab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep 
penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi 
kejahatan yang mungkin akan terjadi. 
Kenyataannya kejahatan penadahan kendaraan bermotor semakin 
hari semakin meningkat, dimana hal ini dikarenakan tingkat pencurian 
kendaraan bermotor semakin merajalela. Sehingga hal inilah, maka 
penulis berhasrat untuk melakukan penelitian terhadap kejahatan 
pendahan kendaraan bermotor tersebut dengan mengangkat judul : 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan 
Bermotor Di Kota Makassar Tahun 2012-2015” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor ? 
2. Apakah upaya penanggulangan kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan berguna untuk : 
1. Kegunaan teoritis 
Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan 
akademik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 
yang membutuhkan informasi mengenai kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor serta upaya 
penanggulangannya dan dapat dijadikan sebagai referensi 
terhadap penulisan selanjutnya. 
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2. Kegunaan praktis 
Penelitian ini juga diharapkan memberi masukan kepada 
aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan hukum 
serta menanggulangi kejahatan pelaku penadahan 
kendaraan bermotor khususnya di Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi 
Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo 
pada tahun 1885 dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, 
antropolog Perancis Topinard Paulus  (Indah Sri Utari, 2012:1) juga 
menggunakan istilah Perancis Criminolgie untuk maksud yang sama 
dengan Garofalo. Kriminologi (berasal dari bahasa lain crimen; dan 
Yunani-logia) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, 
penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam 
diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan 
ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi  tidak hanya 
menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, 
konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk 
reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah 
di berbagai bidang. 
Oleh karena itu cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, 
menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap 
kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang 
peristiwa dan bentuk kejahatan diatas permukaan, tetapi juga menjangkau 
penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri, baik 
yang berasal dari diri individu, maupun yang bersumber dari kondisi 
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sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan 
pemerinah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). 
Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta 
mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik 
reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.  
Mengenai definisi kriminologi itu sendiri, terdapat berbagai versi 
yang dirumuskan oleh para sarjana, termasuk menurut sudut pandang 
masing-masing.  
a. W.E.Noach 
Menurut W.E. Noach (Indah Sri Utari, 2012:2) membagi 
pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi 
dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi 
dalam arti luas dalam mencakup kriminologi dalam arti sempit 
dan kriminalistik. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu 
yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan 
akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-
perbuatan buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang 
mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat 
untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara 
kejahatan secara teknis. 
b. M.P.Vrij 
Menurut M.P.Vrij (Indah Sri Utari, 2012:3) mendefinisikan 
kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-
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mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab 
serta akibat dari kejahatan tersebut. 
c. W.A.Bonger 
Menurut W.A.Bonger (Indah Sri Utari, 2012:3) mendefinisikan 
kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi 
murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang 
berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan 
lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan 
mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan 
cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari 
gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar  
kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat 
kriminologi praktis atau terapan. 
d. Soedjono Dirdjosisworo 
Soedjono Dirdjosisworo (Indah Sri Utari, 2012:4)  mengartikan 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, 
akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala 
manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan 
berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kiminologi merupakan 
sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan 
akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan 
timbulnya kejahatan. 
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Kriminologi membahas kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi 
terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung pada hasil-hasil penemuan 
ilmu-ilmu pengetahuan lain, diantaranya antropologi, sosiologi, psiologi, 
ekonomi, kedokteran, statistik dan lain sebagainya. Karena itu kriminologi 
disebut juga sebagai disiplin yang bersifat inter-disipliner. 
Di samping itu kriminologi mengintegrasikan hasil-hasil penemuan 
dari berbagai disiplin di bidang kemasyarakatan dan perilaku orang 
banyak (pelanggar norma), maka ia merupakan juga disiplin ilmu yang 
faktual dan bukan merupakan disiplin yang normatif, walaupun kriminologi 
itu berhubungan erat dengan hukum pidana. 
Menurut Hermann Mannheim (Indah Sri Utari, 2012:5) ada tiga 
pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan. 
Pertama, pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara 
melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan 
fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku. Kejahatan seperti bentuk 
tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan 
seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, dan perkembangan karir 
seorang pelaku kejahatan. Kedua, pendekatan sebab-akibat. Dalam 
pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat 
dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musadab kejahatan, baik dalam 
kasus-kasus yang bersifat individu maupun yang bersifat umum. Dan 
ketiga, pendekatan secara normatif, kriminologi dikatakan sebagai 
idiographic nomothetic-discipliner. Dikatakan sebagai idiographic 
discipline, oleh karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat, 
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dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. 
Sedangkan yang dimaksud dengan nomothetic-discipline adalah bertujuan 
untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat 
ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya. 
 
B. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuan sejak dari era 
Kaisar gudea (2360-2350 SM) yang merupakan pembuat kodifikasi 
Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era 
globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan 
untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-
studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam 
perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan 
diperlukan.  
Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak 
baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukkan terhadap tabiat dan 
kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau 
perbuatan yang jahat. Kejahatan secara kriminologis yaitu perbuatan 
manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini 
dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan 
yang hidup dan berkembang di masyarakat. Disini diperlukan sesuatu 
kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat 
dan apa yang tidak jahat. 
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Kejahatan dilihat dari dua sudut pandang yaitu : 
1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang 
oleh undang-undang pidana, perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland (A.S.Alam, 
2010:16), berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in 
violation of the criminal law No matter what the degree of 
immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime 
unless it is prohibitied by the criminal law. Contoh konkrit dalam 
hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang bukan kejahatan 
karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam 
perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya 
perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut 
pandang agama, adat istiadat, kesusilaan , dan sebagainya. 
2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim 
meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu 
merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat 
Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
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Sedangkan kejahatan di definisikan menurut beberapa ahli yaitu : 
a. Plato 
Menurut Plato (Topo santoso dan Eva Achzani Zulfa, 2001:11) “Emas 
manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”. 
b. Wirjono Projo 
Menurut Wirjono Projo (Topo santoso dan Eva Achzani Zulfa, 
2001:11), kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai 
unsur pokok kesatu dari unsur pidana. 
c. Richard Quinney 
Menurut Richard Quinney (Topo santoso dan Eva Achzani Zulfa, 
2001:11), definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar 
hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku 
yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik 
atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh 
warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.  
d. Paul Mudigdo Moeliono 
Menurut  Paul Mudigdo Moeliono (Topo santoso dan Eva Achzani 
Zulfa, 2001:11), kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan 
pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, 
sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu merunjuk kepada 
perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan 
masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik 
dan buruk, yang semua itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan 
dan adat istiadat. 
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Sedangkan korban kejahatan adalah mereka yang menderita 
secara fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang 
mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. 
Dalam victimologi korban mempunyai peranan yang sangat 
menentukan sekali artinya korban dapat dipandang dan dapat memainkan 
peran dan menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak pidana. Menurut 
Separovic timbulnya korban kejahatan dapat dilihat berdasarkan : 
1. Jenis pekerjaan 
Jenis pekerjaan ini banyak sekali memberi kemungkinan kepada 
seseorang untuk menjadi korban. Misalnya pekerjaan yang 
mengandung resiko seperti tukang ojek yang mengerjakan 
pekerjaannya pada malam hari sehingga bisa menimbulkan niat jahat 
seseorang untuk melakukan kejahatan. 
2. Tingkatan sosial 
Tingkatan sosial ini menentukan sekali terhadap victimisasi karena 
tingkatan sosial akan mengakibatkan seseorang menjadi korban. 
Misalnya orang yang kaya biasanya harta kekayaannyalah yang 
banyak menjadi motif bagi penjahat untuk melakukan kejahatan. 
3. Kondisi fisik korban 
Kondisi fisik korban, apabila korban dalam kondisi fisik yang lemah 
atau tua, maka akan menjadi sasaran kejahatan dari orang yang 
mempunyai kekuatan fisik. 
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C. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi 
darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan kendaraan mesin 
pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau 
membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga 
manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau 
tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan 
diatas jalanan. 
Sedangkan definisi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang 
No 22 tahun 2009 (Lalu Lintas dan Angkutan jalan), diatur pada Bab I 
Pasal 1 yaitu : 
 
a. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan 
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta 
samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-
rumah. 
b. Kendaraan adalah suatu Sarana angkut di Jalan yang terdiri 
atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 
c. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 
berjalan diatas rel.  
 
Jenis kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 
tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
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a. Sepeda motor; 
b. Mobil penumpang (termasuk juga dari jenis Mobil Keluarga Ideal 
Terbaik Indonesia); 
c. Mobil bus; 
d. Mobil barang; 
e. Kendaraan khusus.  
 
D. Penadahan 
Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang 
yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah 
tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang 
sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapihnya si pelaku 
dalam menutup-nutupi dan kerana kurangnya kepedulian dari masyarakat 
sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai 
perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk 
kejahatan. 
Kejahatan penadahan diatur dalam Bab XXX, Buku II Pasal 480, 
Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Kejahatan penadahan ini ditujukan 
terhadap harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap kekayaan 
sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan 
hukum orang atas benda milik orang lain.  
Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana 
penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan 
menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-
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kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada 
orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Demikian juga Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam 
Bab XXXI dari I rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru 
ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan 
ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya 
sebagai pertolongan jahat. 
1. Jenis-jenis Penadahan 
Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis, berdasarkan pada 
bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut: 
a. Penadahan Biasa 
Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini 
merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana 
terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak 
pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX dalam Buku II dalam Pasal 
480 KUHP 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah : 
a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan penadahan; 
b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda 
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa 
diperoleh dari kejahatan.” 
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b. Penadahan Sebagai Kebiasaan 
Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 
KUHP yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 
1. “Barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja 
membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau 
menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 nomor 
1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana 
kejahatan dilakukan”. 
 
 
c. Penadahan Ringan 
Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan yang diatur 
dalam Pasal 482 KUHP, yaitu : 
“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena 
penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan 
atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan 
darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam Pasal 364,373 dan 379”. 
 
2. Unsur-unsur Penadahan 
Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh 
pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP 
yaitu : 
a. Unsur-unsur subjektif, yaitu unsur yang ada dalam diri pelaku. 
1. Yang ia ketahui. 
2. Yang secara patut harus dapat ia duga. 
b. Unsur-unsur objektif, yang meliputi unsur perbuatan pelaku. 
1. Membeli; 
2. Menyewa; 
3. Menukar; 
4. Menggadai; 
5. Atau menerima hadiah atau sebagai pemberian; 
6. Atau di dorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan; 
7. Menjual; 
8. Menyewakan; 
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9. Menggadaikan; 
10. Menyimpan; 
11. Menyembunyikan. 
Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana 
penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut 
dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana 
penadahan ialah unsur waarvan hij weet atau yang ia ketahui karena 
tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP 
mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur 
kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur 
culpa.  
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 
angka 2 KUHP terdiri dari : 
a. Unsur-unsur subjektifnya, yaitu : 
1. Yang ia ketahui; 
2. Yang secara patut harus dapat di duga. 
b. Unsur-unsur objektinya, yaitu : 
1. Barang siapa; 
2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda; 
3. Yang diperoleh karena kejahatan. 
Dan unsur-unsur yang terdapat dalam penadahan sebagai 
kebiasaan tepatnya pada Pasal 481 KUHP adalah : 
a. Unsur-unsur objektif 
1. Perbuatan, yaitu : membeli, menukar, menerima gadai, 
menyimpan, dan menyembunyikan. 
2. Objeknya adalah suatu benda. 
3. Yang diterima dari suatu kejahatan. 
4. Menjadikan suatu kebiasaan. 
b. Unsur-unsur subyektif adalah sengaja.  
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi 
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Pasal. Menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa 
disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya 
hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen 
penting dari Pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat 
menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, 
penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah 
cukup apabila patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa 
barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan 
elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat 
dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan 
dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara tersembunyi yang 
menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. 
Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa 
tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini 
merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang 
dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas 
kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 
tanggal 09 juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 
K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa "tidak ada 
peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan 
menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum 
orang yang menadah" dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak 
perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang 
menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”. 
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Ada dua macam perbuatan si penadah : 
1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, 
menerima hadiah, membeli, menyewa atau menukar. 
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, 
menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, 
menyembunyikan, mengangkut (Tri Andrisman, 2012:196). 
Hal yang paling penting dikemukakan dengan penerapan Pasal 481 
KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi 
kebiasaan. Artinya, harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali 
atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan 
sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenal dengan Pasal 481 KUHP 
tetapi dikenal dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan 
biasa. 
 
E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh 
para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau 
kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari para pakar 
kriminolog dan pakar ilmu hukum. 
Berikut ini teori penyebab kejahatan (A.S.Alam, 2010:67-75) : 
1. Perspektif sosiologis 
Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari 
alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan 
sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : 
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strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. 
Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktifitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial 
mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa 
motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat 
manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba 
menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain 
itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial 
membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya 
keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal 
berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para 
penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat 
mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas 
menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, 
karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang 
sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustasi dan beralih 
menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya 
menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-
nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-
orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin 
telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima 
bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) 
yang tidak sesuai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan 
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(crime) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang 
terpenting. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa 
kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal 
timbulnya Disorganisasi Sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya 
melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari 
pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa 
kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku 
kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan, kesejahteraan 
ataupun barang milik orang lain. 
Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa 
umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah 
yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan 
mereka dengan melalui saluran pemerintah. 
Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur 
dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka 
kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi 
sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang 
membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, undang-undang, 
ketertiban dan kesejahteraan sosial, dan oleh karena itulah kejahatan 
merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu 
diperhatikan. Dalam culture conflict theory Thomas Sellin menyatakan 
bahwa setiap kelompok memiliki conduct morm-nya sendiri dan dari 
conduct norms dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct 
norms kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma 
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kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan 
apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-
norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan 
utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah 
bahwa masing-masing menganut conduct norms yang berbeda. 
Sebaliknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik 
dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan 
membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan 
masyarakat. 
2. Perspektif Biologis 
Cesare Lombrosso seorang berkebangsaan Italia yang sering 
dianggap sebagai “the father of modern criminology” ia menjelaskan 
kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. Perbedaan 
signifikan antara mashab klasik dan mashab postif adalah bahwa yang 
terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa 
kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh 
psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat 
dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak 
memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain-lain. 
Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam 
upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal.  
Berdasarkan penelitiannya ini Lambrosso mengklasifikasikan  
penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu : 
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a. Bom criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 
tersebut diatas. 
b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
c. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals). 
d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 
Meskipun teori Lambrosso dianggap sederhana dan naif untuk 
saat ini. 
3. Prespektif Psikologis 
Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent 
dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, 
dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu 
lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi 
suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.  
Sigmund Freud, penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa 
kriminalitas mungkin hasil dari “an  overactive conscience” yang 
menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
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kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum 
maka perasaan bersalah mereka berada.  
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip 
dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu : 
a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan 
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. 
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, 
dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan. 
c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
4. Perspektif lain 
a. Teori Labeling 
Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan 
sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-
perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang 
sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan 
pidana maupun secara luas. 
Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya 
signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, 
penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi 
sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang 
individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan 
juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.  
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Tokoh-tokoh yang menganut teori Labeling antara lain :  
1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata 
si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok 
yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang 
disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.  
2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan 
dalam dua bagian, yaitu : 
a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label. 
b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku 
berikutnya. 
3) Scharg menyimpulkan asuransi dasar teori labeling sebagai 
berikut : 
a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal. 
b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang 
memiliki kekuasaan. 
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh 
penguasa. 
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka 
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dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal 
dan non kriminal. 
e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses 
labeling. 
f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan 
dan karakteristik pelanggarannya. 
g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan 
karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan 
perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 
pidana. 
h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat. 
i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan 
rejection of the rejector.  
4) Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda 
dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam 
pernyataan di bawah ini : 
“ This is large turn away from the older sociology which tended 
to rest heavily upon the idea that deviance leads to social 
control. I have come to believe that the reserve idea. I.e. social 
control leads to deviance, equally tenable and the potentially 
richer premise for studying deviance in modern society.” 
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5) Frank Tannenbaum memandang proses kriminalisasi sebagai 
proses memberikan label, menentukan, mengenal, 
memencilkan, menguraikan, menekankan / menitikberatkan, 
membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara 
untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat (A.S.Alam, 
2010:67-70). 
b. Teori Konflik 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum . 
untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara 
singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan 
peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal 
consensus). 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya 
sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari 
dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. 
Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang 
stabil dimana hukum diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan 
umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi 
banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota 
masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses 
dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa 
masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan 
menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan 
konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya. 
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c. Teori Radikal 
Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis dari 
Inggris yaitu Lan Taylor, Paul Walton dan Jack Young, menyatakan 
bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri 
dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik 
buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur 
persaingan antar mereka. Isntitusi ekonomi kemudian merupakan sumber 
dari konflik, peraturan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi 
sumber daya dan kekuasaan dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan 
maka kejahatan akan hilang. 
Yang termasuk penganut teori radikal : 
Richard Quinney (A.S.Alam, 2010:74) 
“bahwa kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem 
kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara 
sosialis” 
 
William Chambils (A.S.Alam, 2010:75) 
Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan 
seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini : 
1. Dengan diindustrialisasikannya masyarkat kapitalis, dan celah 
antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana 
akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat 
untuk tunduk. 
2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi 
yang meraka alami. 
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih 
rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan 
kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus 
kepada fungsi kejahatan.  
 
Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi kejahatan 
model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan 
dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. 
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F. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara 
yaitu Tindakan Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan 
Tindakan refresif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini di 
uraikan pula masing-masing usaha tersebut : 
1. Tindakan Preventif 
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk 
mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. 
Menurut A. Qirom Samsudin M dalam kaitannya untuk melakukan 
tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja 
diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat 
hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.  
Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan 
yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi 
reformasi dan prevensi dalam arti sempit. 
Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi : 
a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 
memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu. 
b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 
kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai 
penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi 
(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-
lain). 
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Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 
kejahatan dengan berusaha menciptakan : 
a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik 
b. Sistem peradilan yang objektif 
c. Hukum (perundang-undangan) yang baik. 
Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. 
Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha 
preventif kejahatan pada umumnya. 
2. Tindakan Refresif 
Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh 
aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan 
refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak 
pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang 
setimpal atas perbuatannya. 
Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai 
pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara 
aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, 
penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya 
sampai pembinaan narapidana. 
Penanggulangan kejahatan secara refresif ini dilakukan juga 
dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi 
mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem program 
yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat 
memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. 
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Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi 
orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi 
terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar 
kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.  
Tindakan refresif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, 
yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan 
memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha 
pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang 
berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat 
untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi  jahat atau melakukan 
kejahatan yang pernah dilakukan. 
Kemudian upaya penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik; 
b. Peradilan yang efektif; 
c. Hukum dan perundang-undangan yang beribawa; 
d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang 
serasi; 
e. Partsipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan; 
f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya 
kejahatan; 
g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian penulis adalah di Kota Makassar. Penulis memilih 
lokasi di Kota Makassar dengan alasan bahwa di Kota Makassar banyak 
terjadi perkara-perkara penadahan kendaraan bermotor. 
Tempat yang penulis jadikan objek penelitian meliputi : 
1. Polsekta Tamalate Makassar. 
2. Polresta Makassar. 
3. Rumah Tahanan (rutan) Klas 1 A Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif, yaitu beberapa data yang berupa keterangan-keterangan. 
Adapun sumber data yang digunakan : 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum 
khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang memiliki keterkaitan. Cara yang ditempuh 
untuk memahami data primer adalah sebagai berikut : 
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a. Mencatat wawancara dengan penegak hukum (Polisi, Jaksa 
dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang hukum 
pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
b. Menganalisis hasil wawancara dengan penegak hukum (Polisi, 
Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang 
hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
c. Memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan 
penegak hukum (Polisi, jaksa, dan Hakim), para pakar hukum 
khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder yang 
penulis gunakan dalam pengkajian ini ditemukan dari berbagai 
sumber antara lain : 
a. Skripsi yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji. 
b. Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil 
seminar atau data tersurat yang penulis anggap dapat 
menunjang dalam proses pengkajian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua 
metode penelitian yaitu : 
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1. Metode Penelitian Pustaka (Library research) 
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan 
menggunakan metode : 
a. Metode observasi yaitu penulis mengadakan langsung ke lokasi 
penelitian. 
b. Metode wawancara (interview) sehubungan dengan 
kelengkapan data yang akan dikumpulkan, maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang berhubungan dengan Kejahatan Penadahan 
Kendaraan Bermotor dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan analisis kuantitatif, yaitu memaparkan data yang telah 
diperoleh kemudian menyimpulkannya. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Data Statistik dan Perkembangan Kejahatan Penadahan 
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar 
Kota Makassar terletak antara 119⁰ 24’17’38’’ bujur Timur dan 
5⁰8’6’19’’ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan 
Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah Selatan 
Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Luas wilayah 
Kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 14 kecamatan. Dan 
memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara 
lain : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Secara geografis, kota Makassar mempunyai posisi strategis 
karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara 
dalam provinsi di Sulawesi. Dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 
kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan 
Indonesia. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan 
dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada 7 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, 
Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
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Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang 
tentunya yang lebih efisien menjadi Surabaya sebagai home base 
pengelolaan produk-produk draf kawasan Timur Indonesia, membuat 
Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan 
mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan 
percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan 
kondisi geografis-Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding 
wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan 
inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata. Kota ini sudah menjadi 
kota metropolitan. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan 
dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintah, simpul jasa 
angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan 
pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan 
terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,77 km 
dengan penduduk 1.112.668 orang. Sehingga tidak menutup 
kemungkinan akan maraknya terjadi kejahatan-kejahatan, dalam hal ini 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Penadahan kendaraan 
bermotor merupakan salah satu bagian dari pencurian kendaraan 
bermotor yang saat ini mencuak sehingga penadahan kendaraan 
bermotor ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya (Sumber: Data 
Statistik Kota Makassar). 
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Tindak kejahatan khususnya penadahan kendaraan bermotor 
sudah menjadi salah satu  tindak kriminal yang menonjol di Kota 
Makassar. Hal tersebut dikarenakan tingkat pencurian kendaraan 
bermotor semakin banyak dan merajalela sehingga para pelaku 
penadahan kendaraan bermotor semakin hari semakin bertambah pula.  
Berikut penulis akan memaparkan data penadahan kendaraan 
bermotor di Kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang 
dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis 
dapatkan dari hasil penelitian di POLSEKTA TAMALATE yang dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 1 
            Jumlah Kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar 
            Tahun 2012-2015 Yang Dilaporkan Dan Kasus Yang Selesai 
 
No Tahun Jumlah Laporan 
Kasus Yang 
Selesai 
Persentase 
(%) 
1 2012 5 3 9,43% 
2 2013 19 11 35,8% 
3 2014 18 9 33,9% 
4 2015 11 6 20,7% 
 Jumlah 53 29 100 % 
                 Sumber Data :Polsekta Tamalate Makassar Tahun 2016 
Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa inensitas 
kasus kejahatan penadahan kendaraan bermotor sempat meningkat pada 
tahun 2013 lalu menurun pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Dapat diuji 
dan dijabarkan bahwa pada tahun 2012 tercatat laporan yang masuk 
sebanyak 5 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 3 kasus atau hanya 
sekitar 9,43%. Pada tahun 2013 tercatat laporan masuk sebanyak 19 
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kasus dan yang diselesaikan 11 kasus atau hanya sekitar 35,8%. Pada 
tahun 2014 tercatat laporan masuk sebanyak 18 kasus dan yang 
diselesiakan 9 kasus atau hanya sekitar 33,9%. Dan pada tahun 2015 
tercatat 11 kasus laporan masuk dan yang diselesaikan 6 kasus atau 
hanya sekitar 20,7%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik kinerja 
pihak kepolisian menurun karena pada tahun 2015 hanya 6 kasus 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang bisa diselesaikan. 
Sedangkan yang terjadi sekarang adalah kasus kejahatan pencurian 
terutama dalam hal pencurian kendaraan bermotor semakin banyak dan 
semakin meninggi, tak dapat dipungkiri kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor juga semakin banyak pula. Sehingga pihak kepolisian tentunya 
harus kerja ekstra dalam mengungkap dan menyelesaikan kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor. 
Menurut Bapak Agus Salim Gama (BAMINDIK POLSEKTA 
TAMALATE MAKASSAR), ada beberapa kendala yang membuat 
beberapa kasus penadahan kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak 
dapat terselesaikan, diantaranya : 
a. Perkara tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penyidik. 
b. Perkara tidak diketahui keberadaanya. 
c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai. 
Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam 
menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu 
instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus penadahan 
kendaraan bermotor, sangat diharapkan dapat menjalankan atau 
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melaksanakan tugas yang diamankan guna lebih meminimalisir lagi 
tindakan penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar. 
Sedangkan hasil penelitian pada Polsekta Tamalate Makassar 
bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor adalah pelaku yang berumur antara 18 sampai 30 tahun, 
kemudian menyusul pelaku yang berumur di atas 30 tahun. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut : 
Tabel 2 
Usia Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Makassar dari 
Tahun 2012-2015 
   Usia 
pelaku 
   
No Tahun 17 
tahun 
18-30 
tahun 
>30 
tahun 
Jumlah Persentase 
1 2012 - 1 2 3 10,34% 
2 2013 1 7 3 11 37,93% 
3 2014 - 7 2 9 31,03% 
4 2015 1 5 - 6 20,6% 
Jumlah 2 20 7 29 100% 
      Sumber Data: Polsekta Tamalate Makassar Tahun 2016 
Sesuai dengan tabel 2 terlihat bahwa usia pelaku penadahan 
kendaraan bermotor secara keseluruhan berjumlah 29 yang terperinci 
sebagai berikut : 
1. Pada tahun 2012 jumlah pelaku kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor sebanyak 3 orang dengan kalkulasi sebagai berikut : 
untuk usia 17 tahun tidak ada, usia 18-30 tahun hanya 1 orang dan 
usia diatas 30 tahun yakni 2 orang. 
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2. Berlanjut tahun berikutnya yaitu tahun 2013 untuk usia 17 tahun 
hanya 1 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 7 orang, dan untuk 
diatas 30 tahun sebanyak 3 orang dengan total keseluruhan 
sebanyak 11 orang. 
3. Kemudian pada tahun 2014 untuk usia 17 tahun tidak ada, usia 18-
30 tahun sebanyak 7 orang, untuk diatas 30 tahun yakni 2 orang 
dengan total keseluruhan sebanyak 9 orang. 
4. Dan pada tahun 2015 untuk usia 17 tahun hanya 1 orang, usia 18-
30 tahun sebanyak 5 orang dan untuk diatas 30 tahun tidak ada. 
Dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak melakukan 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah pelaku yang berumur 
antara 18 sampai 30 tahun yang artinya usia antara 18 sampai 30 tahun 
merupakan masa kedewasaan seseorang  sehingga menuntut untuk 
berfikir jauh lebih keras untuk hidup  dan menghidupi kehidupan 
keluarganya sehingga masa usia inilah yang sangat berpengaruh 
terhadap terjadinya kejahatan khususnya dalam kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor. Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam 
tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan 
terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu 
tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi 
penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal 
tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan 
sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya 
sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau 
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melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tapi belum mampu untuk 
mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, 
kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit 
terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi 
maka mereka akan mengambil jalan pintas yaitu melakukan kejahatan 
khususnya dalam kejahatan penadahan kendaraan bermotor.  
 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penadahan Kendaraan 
Bermotor di Kota Makassar 
Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Selama dalam masyarakat itu ada sesuatu yang 
dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan 
pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. 
Untuk masyarakat Kota Makassar status sosial seseorang 
ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pekerjaan, 
pendidikan, dan lain sebagainya. 
Maka dari itu, disini diuraikan beberapa faktor yang menyebabkan 
faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor di Kota Makassar tahun 2012-2015 sebagai berikut : 
1. Faktor Ekonomi 
Faktor yang melatarbelakangi kejahatan penadahan pada 
umumnya dan penadahan kendaraan bermotor pada khususnya adalah 
masalah ekonomi. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan 
golongan kelas ekonomi menengah keatas atau menengah kebawah 
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ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan karya dan 
golongan miskin. 
Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam 
kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor yang kerap muncul melatarbelakangi 
seseorang melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Para 
pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau bahkan tidak 
mempunyai pekerjaan sama sekali. Karena desakan ekonomi yang 
menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli 
sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang 
sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor. 
Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara 
terhadap narapidana kasus penadahan kendaraan bermotor di Lembaga 
Rumah Tahanan Klas 1 A Makassar, perhitungan pendapatan pelaku 
penadahan kendaraan bermotor penulis ukur dengan mengakumulasikan 
jumlah pendapatan dari 8 narapidana yang telah diwawancarai, dimana 
tingkat pendapatan di bagi atas 3 yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkat 
pendapatan rendah yaitu 500.000/bulan sedangkan tingkat pendapatan 
yang tertinggi yaitu 1.000.000/bulan dari hasil wawancara keseluruhan 
narapidana. 
Berikut hasil data yang penulis gambarkan dengan tabel berikut ini : 
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Tabel 3 
Tingkat Pendapatan Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor di 
Kota Makassar Tahun 2012-2015 
No  Tingkat Pendapatan Frekuensi Presentase 
1 Rendah (≤500.000) 5 62,5% 
2 Sedang (501.000-1.000.000) 3 37,5% 
3 Tinggi (≥1.000.000) - - 
 Jumlah 8 100% 
     Sumber Data : Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 A Makassar Tahun 2016 
Tabel 3 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku 
penadahan kendaraan bermotor yang paling banyak adalah yang 
dikategorikan dalam tingkat pendapatan rendah, pendapatannya sekitar 
kurang dari Rp. 500.000 per bulan sebanyak 5 orang atau 62,5% 
sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 501.000 s/d Rp. 
1.000.000 per bulan mencapai 3 orang atau sekitar 37,5%.  
Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang 
berpenghasilan rendah yaitu mencapai 62,5%, ini jelas menunjukkan 
bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap penadahan 
kendaraan bermotor. 
Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, dari hasil wawancara di 
Rumah Tahanan Klas 1 A Makassar menunjukkan bahwa penadahan 
kendaraan bermotor semakin meningkat tiap tahunnya disebabkan oleh 
perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang 
tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh 
pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pendahan 
kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap 
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sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan 
tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meninggi. Belum lagi 
dengan mereka yang berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul 
dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak 
dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.  
Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara 
dengan seorang narapidana di Rumah Tahanan Klas 1 A Makassar yang 
bernama Havid Harun, buruh harian (35 tahun) mengaku melakukan 
penadahan kendaraan bermotor untuk membiayai istri dan 4 orang 
anaknya. Oleh karena itu ia nekat untuk melakukan kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor. 
Adapun Muhammad Tasbih (27 tahun) yang bekerja sebagai 
tukang las keliling, ia melakukan kejahatan pendahan kendaraan bermotor 
untuk membiayai keluarganya.  
2. Faktor Pendidikan 
Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga 
berpengaruh terhadap terjadinya penadahan kendaraan bermotor, dimana 
tingkat pendidikan pelaku menjadi salah satu faktor yang sedikit 
banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir 
seseorang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 
Alasan lainnya pendidikan yang rendah akan berpengaruh 
terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana dari pekerjaan 
tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilan yang 
dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau penghasilan yang 
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dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya (dirinya dan keluarganya), maka apabila seseorang tidak 
memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar kemungkinan 
orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan seperti penadahan 
kendaraan bermotor. 
Dilihat dari tingkat pendidikan keseluruhan narapidana dan tahanan 
di Rumah Tahanan Klas 1 A Makassar maka dapat disimpulkan bahwa 
faktor pendidikan yang rendah sangat berpengaruh terhadap kejahatan 
termasuk didalamnya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota 
Makassar. Dapat dilihat berdasarkan tabel 4 di bawah ini : 
Tabel 4 
Jumlah Tingkat Pendidikan Keseluruhan Narapidana Dan Tahanan Di 
Kota Makassar Tahun 2016 
No  Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase 
1 Tidak Sekolah 51 3,64% 
2 SD 365 26,1% 
3 SMP 304 21,7% 
4 SMA 504 36,05% 
5 S1 69 4,9% 
6 S2 5 0,35% 
7 D3 10 0,71% 
8 D4 15 1,07% 
9 STM 75 5,3% 
 Jumlah  1398 100% 
Sumber Data : Rumah Tahanan Klas 1 A Makassar Tahun 2016 
Tabel 4 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan narapidana dan 
tahanan yang paling banyak adalah rata-rata  tingkat pendidikan yang 
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rendah yaitu dengan rincian yang tidak sekolah sebanyak 51 orang 
dengan presentase 3,64%, SD sebanyak 365 orang dengan presentase 
26,1%, SMP sebanyak 304 orang dengan presentase 21,7%, SMA yang 
paling banyak sekitar 504 orang dengan presentase 36,05%, S1 sekitar 
69 orang dengan jumlah presentase 4,9%, S2 ada 5 orang dengan 
presentase 0,35%, D3 ada 10 orang dengan presentase 0,71%, D4 ada 
15 orang dengan presentase 1,07% dan STM sebanyak 75 orang dengan 
presentase 5,3%.  
Hal ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan formal yang 
minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap 
masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta 
kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga 
mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya penadahan 
kendaraan bermotor. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran 
mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan 
dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang 
baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.  
Berbicara tentang pendidikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pendidikan yang rendah mempengaruhi akan terjadinya kejahatan 
khususnya penadahan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat bahwa 
pendidikan yang minim mengakibatkan pola pikir yang mudah terpengaruh 
karena kadang-kadang mereka bisa melakukan perbuatan yang dapat 
merugikan masyarakat.  
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3. Faktor pekerjaan 
Dewasa ini lapangan pekerjaan merupakan sesuatu hal yang 
sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pelamar 
yang mendaftar tidak seluruhnya tertampung oleh lapangan kerja yang 
tersedia yang berdampak pada banyaknya pengangguran sehingga 
mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. 
Demikian pula persaingan yang tidak sehat dalam mencari 
pekerjaan. Dimana orang-orang yang tersalur adalah sebagian kecil dari 
jumlah yang melamar, disamping itu diikuti oleh beberapa persyaratan-
persyaratan seperti harus memiliki keterampilan khusus yang dapat 
menunjang pekerjaan kelak. 
Dari keterangan anggota kepolisian Bapak Abd. Kadir. S,psi, M.H. 
(Wakasubnit 1 idik 5 Jatanras Polrestabes Makassar) pada tanggal 19 
januari 2016, yang penulis temui di polres Makassar mengatakan : 
“sebagian besar dari pelaku penadahan kendaraan bermotor 
merupakan buruh harian atau tidak mempunyai pekerjaan sama 
sekali. Sehingga faktor inilah yang biasanya membuat para pelaku 
ingin melakukan kejahatan penadahan karena bisa mendapatkan 
keuntungan yang lebih dan cepat”. 
 
 
4. Faktor keluarga 
Keluarga adalah salah satu kelompok sosial primer yang terkecil.  
Anggotanya terdiri atas orang tua (bapak, ibu) dan anak. Dalam keluarga 
inilah, individu sebagai anggota kelompok pertama kali yang melakukan 
“hal belajar”. Tugas-tugas tahap perkembangan individu dilaksanakan 
melalui interaksi menuju pembentukan kepribadian yang mantap dan 
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mentakan diri sebagai bagian dari anggota kelompoknya. Interaksi dalam 
keluarga berlangsung antar individu melalui komunikasi tatap muka. 
Orang tua yang bertugas mendidik dan membina anaknya sehingga 
mempunyai peran penting dalam perkembangan seseorang. Sehingga 
menentukan cara-cara bertingkah laku seorang anak dalam interaksi yang 
dilakukan oleh keluarganya. Kalau orang tua kurang atau tidak pernah 
melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan anak dan 
membiarkannya berkembang tanpa pembinaaan dan pengawasan, 
akibatnya adalah seorang anak akan berkelut dengan tindakan-tindakan 
kriminal.   
 
C. Upaya Penanggulangan Penadahan kendaraan Bermotor di 
Kota Makassar 
Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah 
dan mengurangi kasus penadahan kendaraan bermotor serta peningkatan 
penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan 
pada refresif dan preventif, dengan mengadakan operasi selektif 
disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan 
tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat 
memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Dan 
diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani 
kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman terhadapnya.  
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Diungkapkan dari wawancara langsung dengan Bapak Agussalim 
Gama, S.H. (Bamindik Polsekta Tamalate Makassar ) pada tanggal 28 
januari 2016 dan Bapak Abd. Kadir. S,psi, M.H. (Wakasubnit 1 idik 5 
Jatanras Polrestabes Makassar) pada tanggal 19 januari 2016 bahwa : 
“Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
menanggulangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota 
Makassar” 
 
Setidaknya ada 2 upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan penadahan 
kendaran bermotor. Dan penulis membagi ke dalam 2 upaya tersebut, 
yaitu upaya Preventif dan upaya Refresif. 
a. Upaya preventif 
Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk 
mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar 
usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. 
Berikut upaya preventif yang diungkapkan pihak kepolisian yaitu : 
1. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak kepolisian ke 
tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian 
masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari  gangguan 
yang meresahkan disamping itu citra polisi di mata masyarakat 
akan menjadi lebih baik. 
2. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang 
efektif dan terus-menerus di bawah kordinasi dari pihak kepolisian. 
3. Memberikan penerangan kepada instansi terkait misalnya 
masyarakat, satpam, dan yang lainnya, apabila terjadi kejahatan 
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penadahan kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan 
kepada pihak yang berwajib. 
4. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat agar terjalin 
suatu hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, agar apa 
yang disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat. 
b. Upaya Refresif 
Upaya refresif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor. Upaya refresif yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian adalah memasukkan para pelaku kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap 
penyidikan, penuntutan sampai dengan adanya putusan akhir pengadilan 
sehingga para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi dan menghukum 
para pelaku dengan sebuah putusan tetap sesuai dengan Pasal 480 
KUHP.  
Adapun pembinaan yang dilakukan Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 
A Makassar menurut Bapak Irfan, Amd.IP.S.H, M.Si. (kepala seksi 
pelayanan tahanan). Untuk mencegah warga binaan untuk tidak lagi 
mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat adalah sebagai 
berikut : 
1. Dari segi mental (kejiwaan) 
a. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum. 
b. Memberikan kegiatan kerja bakti di dalam rumah tahanan. 
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c. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-
masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti 
pembuatan lemari, hiasan dinding dari koran bekas, dan lain-
lain. 
d. Mengadakan pelayanan fisik berupa upacara, peraturan baris 
berbaris dan olahraga (catur, sepak takraw, futsal, tenis 
lapangan, tenis meja, bulu tangkis, dan senam). 
e. Memberikan asimilasi narapidana kepada para tahanan maupun 
narapidana. 
f. Memberikan pengajaran buta huruf/membaca kepada mereka 
yang belum bisa membaca. 
2. Dari segi spiritual (rohani) 
a. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan 
penceramah dari luar yang cukup terkenal. 
b. Memberikan pengajaran baca tulis Al-qur’an bagi umat muslim 
serta pengajian menurut pengajaran umat non islam. 
c. Mengadakan yasinan pada malam jum’at (dari magrib-isya). 
d. Mengadakan sholat tahajud berjamaah. 
e. Mengadakan sholat dhuha setiap pagi. 
 
  
54 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan : 
1) Bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor di Makassar adalah faktor 
ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Dan jumlah 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor selama 4 tahun terakhir 
2012-2015 berjumlah 53 kasus dan kasus yang selesai hanya 29 
kasus. 
2) Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor adalah upaya preventif 
(pencegahan) dan refresif (penindakan). Maksud dari upaya 
preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan 
oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu 
tindakan kejahatan seperti penadahan kendaraan bermotor, 
sedangkan upaya refresif adalah upaya atau langkah-langkah yang 
diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah 
terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti penadahan kendaraan 
bermotor. 
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B. Saran 
Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya 
atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus penadahan 
kendaraan bermotor serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, oleh 
karena itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1) Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak 
hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah 
berlaku. 
2) Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor agar diproses dengan hukum yang 
berlaku serta penerapan sanksinya cukup berat agar pelaku tidak 
mengulangi lagi kejahatannya. 
3) Diharapkan kepada masyarakat agar kiranya dapat meningkatkan 
kewaspadaan dan pengamanan. 
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